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ABSTRACT

This research will conduct a philosophical reflection on the meaning of law in Hugo's Les Misérables. Les
Misérables tells the complex journey of the characters during a time of social upheaval in France. This
research will analyze the dynamics of the meaning of law from various perspectives of legal philosophy.
The interactions of the characters reflect the conflict between the morality of natural law and the
certainty of legal positivism. This research will also examine the issue of human rights in law enforcement
during times of social upheaval. This research positions the sociological school of law as the meeting
point between the morality of natural law and the certainty of legal positivism. This doctrinal legal
research will conduct a literature review of previous research and books on legal philosophy. The purpose
of this research is to describe how we should position ourselves among various schools of legal
philosophy.
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ABSTRAK

Penelitian ini akan melakukan refleksi filosofis terhadap makna hukum dalam Les Miserables karya Hugo.
Les Miserables menceritakan perjalanan kompleks dari para tokoh pada masa pergolakan sosial di
Prancis. Penelitian ini akan menganalisis dinamika makna hukum menurut berbagai perspektif aliran
filsafat hukum. Interaksi para tokoh mencerminkan pertentangan antara moralitas hukum alam dan
kepastian positivisme hukum. Penelitian ini juga akan mengulas isu hak asasi manusia dalam penegakan
hukum pada masa pergolakan sosial. Penelitian ini menempatkan mazhab hukum sosiologis sebagai titik
temu antara moralitas hukum alam dan kepastian positivisme hukum. Penelitian hukum doktrinal ini
akan melakukan studi pustaka terhadap penelitian terdahulu dan buku filsafat hukum. Tujuan penelitian
ini adalah mendeskripsikan bagaimana seharusnya kita menempatkan diri di antara berbagai aliran
pemikiran filsafat hukum.

Kata Kunci: Les Miserables, aliran hukum sosiologis, kepastian hukum, moralitas, hak asasi manusia.

1. PENDAHULUAN

Penelitian ini akan melakukan refleksi filosofis terhadap karya Les Miserables. Karya
sastra les Miserables menceritakan perjalanan para tokoh di hadapan hukum pada masa
pergolakan sosial di Prancis. Sebagai seorang mantan narapidana, Valjean merasakan
ketidakadilan dan pelanggaran hak asasi manusia melalui sanksi sembilan belas tahun kerja
paksa. Pertolongan dari Uskup Myriel mendorong Valjean untuk menjadi pribadi yang
menjunjung nilai moralitas, kemanusiaan, dan ajaran Kristiani. Takdir membawa Valjean untuk
berhadapan kembali dengan Inspektur Javert, seorang penegak hukum yang menjunjung tinggi
hukum dan otoritas hingga ke taraf mendekati deifikasi.

Javert termotivasi untuk menegakkan keadilan dengan menghukum setiap pelaku
kejahatan yang menurutnya melawan terhadap keteraturan dan otoritas yang sah. Mereka
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bertemu kembali sebagai lawan demi membela kepentingan yang berbeda. Valjean ingin
menolong seorang janda bernama Fantine yang tertangkap oleh Javert karena memukul lelaki
yang melecehkannya. Javert mengejar Valjean karena menyadari identitasnya sebagai mantan
narapidana yang pernah kabur dari pengawasannya. Valjean melarikan diri dari Javert dan
memulai hidup baru bersama Cosette, puteri dari mendiang Fantine. Pergolakan sosial
mendorong rakyat untuk memberontak terhadap penguasa. Cosette menjalin kasih dengan
Marius, salah satu pemberontak. Hubungan keduanya membawa Valjean untuk bersua dengan
Javert. Valjean menyelamatkan nyawa Javert para pemberontak yang menginginkan nyawanya.
Pada akhir cerita, Javert memutuskan untuk membayar hutangnya dengan membebaskan
Valjean sebelum membunuh dirinya.

Penelitian ini akan mengulas karya Hugo dari perspektif filsafat hukum. Les Miserables
dapat diulas dari berbagai disiplin ilmu. Salah satunya perspektif disiplin ilmu hukum,
terkhususnya perspektif filsafat hukum. Filsafat hukum mempelajari pertanyaan-pertanyaan
mendasar tentang hukum. Menurut Siddharta, filsafat hukum merefleksikan masalah paling
fundamental dalam ilmu hukum dengan melihat hukum sebagai kaidah sekaligus fakta yang
saling berhimpitan. Dengan kata lain, filsafat hukum mengkaji bagaimana seharusnya kita
memposisikan diri kita di tengah gejala, kenyataan, dan pemikiran para tokoh mengenai
berbagai mazhab filsafat hukum. Hal tersebut merupakan fokus utama dari penelitian ini.

Penelitian ini akan menganalisis dinamika moralitas menurut hukum alam dan
kepastian menurut positivisme hukum. Kata moral berarti prinsip-prinsip mengenai perilaku
yang benar dan salah. Aliran hukum alam menegaskan hukum sudah seharusnya mengandung
moral agar dapat menyebut dirinya sebagai hukum. Epictetus memberikan hukum alam makna
metafisika melalui gagasan secara alamiah manusia mengetahui hal yang benar dan salah. Pada
sisi lain, kepastian hukum hukum sarat dengan aliran positivisme hukum. Menurut Radbruch,
positivisme menganggap kepastian hukum sebagai hal yang paling utama. Austin menyebut
hukum yang sepatutnya sebagai perintah (command).

Interaksi Valjean dan Javert mewakili dinamika antara kepastian menurut positivisme
hukum dan moralitas menurut aliran hukum alam. Keduanya berusaha memenangkan nilai
pribadi masing-masing melalui perbuatan mereka. Perdebatan mengenai pemisahan moral
dengan hukum menunjukkan dinamika kepastian hukum dan moralitas. Moral dapat dijadikan
alat penguasa atau sekelompok orang untuk memerangi hukum dengan memberi dalil-dalil
yang secara tidak langsung menjatuhkan wibawa dan kedaulatan Hukum. Dengan demikian,
dinamika hukum dan moral pada satu sisi menunjukkan adanya pertentangan antara keduanya.

Penelitian ini akan menempatkan mazhab hukum sosiologis sebagai titik temu antara
moralitas hukum alam dan kepastian positivisme hukum Mazhab hukum sosiologis (sociological
Jurisprudence) menghendaki para ahli hukum untuk lebih memperhatikan konteks sosial dan
bahkan historis dari bidang hukum agar hukum berjalan seiring dengan perkembangan
masyarakat. Sehingga mazhab ini mampu mengimbangi pertentangan antara hukum alam dan
positivisme hukum dengan mendorong hukum untuk melihat konteks non-hukum. Oleh karena
itu, penelitian ini menilai mazhab hukum sosiologis sebagai cara yang seharusnya bagi kita
untuk menempatkan diri dalam menganalisa berbagai aliran pemikiran hukum para tokoh Les
Miserables.

Penelitian ini akan mengulas isu pelanggaran hak asasi manusia dan keadilan dalam
karya Les Miserables. Kedua konsep itu saling berkaitan karena penelitian ini akan
mempertanyakan keadilan bagi Valjean yang dijatuhi sanksi kerja paksa selama sembilan belas
tahun. Kerja paksa merupakan pelanggaran hak asas manusia menurut ketentuan hukum
internasional. Oleh sebab itu, penelitian ini akan mengulas isu keadilan dalam sanksi kerja
paksa yang merupakan pelanggaran hak asasi manusia Valjean. Keadilan merupakan konsep
yang sulit untuk dimaknai. Sebagai contoh, Aristoteles menyebutkan dua jenis keadilan.
Keadilan Distributif memberikan setiap orang haknya menurut jasanya masing masing.
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Sedangkan keadilan komutatif memberikan kepada setiap orang sama banyaknya tanpa
mengingat jasa-jasa perorangan.

2. METODE

Penelitian ini merupakan penelitian hukum doktrinal dengan pendekatan filsafat
hukum. Penelitian hukum doktrinal menjadikan informasi dan norma-norma hukum sebagai
pusat kajian dari penelitinya. Menurut Marzuki, penelitian yang berkaitan dengan isu mengenai
asas hukum berada dalam tataran filsafat hukum. Brotosusilo berpendapat pembelajaran
filsafat hukum sejatinya harus berpikir secara reflektif kritis sehingga berangkat dari norma ke
asas dan berlanjut ke pertentangan dari nilai-nilai yang hidup dalam sistem nilai keindonesiaan
dalam era globalisasi. Rizal berpendapat pembelajaran filsafat hukum itu harus ditekankan
perenungan secara mendalam terhadap berbagai jenis aliran pemikiran dalam filsafat hukum.
Penelitian ini akan menjadikan pertentangan dari norma-norma dalam asas kepastian hukum,
keadilan, dan moralitas menurut hukum alam sebagai pusat kajian secara mendalam.

Penelitian ini bersifat deksriptif karena menjelaskan bagaimana seharusnya kita
menempatkan diri di antara berbagai nilai-nilai hukum para tokoh Les Miserables. Penelitian
hukum yang bersifat deskriptif bermaksud memberikan data seteliti mungkin terkait suatu
gejala. Alat pengumpulan data dari penelitian ini adalah studi pustaka. Studi pustaka
mengumpulkan data dengan menganalisis isi dokumen atau content analysis. Menurut Cahyadi
Manullang, usaha untuk memahami filsafat hukum membutuhkan pengenalan terhadap
pemikiran sejumlah tokoh filsafat hukum. Sehingga penelitian ini akan menganalisis isi dari
berbagai buku dan penelitian terkait pemikiran para tokoh mazhab hukum sosiologis, aliran
hukum alam, dan positivisme hukum.

Penelitian ini akan mengkaji sejumlah penelitian sebelumnya. Tujuannya adalah
menemukan gap atau hal-hal yang belum dikaji oleh penelitian terdahulu. Yumarni dan
Ilyanawati mengulas penilaian terkait keadilan menurut aliran positivisme hukum dan hati
nurani pada sanksi yang dijatuhkan kepada Valjean. Sudirdja menjelaskan hakim pada karya Les
Miserables hanya mempertimbangkan faktor-faktor yang ada di dalam hukum tanpa
menimbang faktor di luar hukum. Fuad menunjukkan keterkaitan moral dan hukum sebagai
satu kesatuan yang tak terpisahkan dengan menjadikan kejadian Uskup Myriel mengampuni
Valjean sebagai contoh. Namun, sejumlah penelitian terdahulu belum menjelaskan bagaimana
mazhab hukum sosiologis dapat menyeimbangkan moralitas menurut hukum alam dan
kepastian menurut positivisme hukum. Analisa tersebut merupakan usaha penelitian ini untuk
menjembatani gap dari penelitian terdahulu.

Setelah menjelaskan bagian pendahuluan, bagian kedua akan menjelaskan metode,
sistematika, dan tinjauan terhadap penelitian terdahulu. Bagian ketiga akan menjelaskan
dinamika antara moralitas dengan kepastian hukum melalui interaksi Valjean dan Javert. Bagian
ini akan mengulas perdebatan antara pemikiran para ahli positivisme hukum dan para pemikir
hukum alam demi memaknai hukum bukan sebagai suatu hal yang tunggal. Bagian keempat
akan mengulas isu hak asasi manusia dalam sanksi kerja paksa sembilan belas tahun yang
dialami Valjean. Bagian ini akan menganalisa keadilan bagi Valjean yang menghadapi sisi lain
dari kepastian hukum. Bagian kelima akan menempatkan mazhab hukum sosiologis sebagai
cara memosisikan diri di antara nilai positivisme hukum dan hukum alam. Bagian ini
menunjukkan mazhab hukum sosiologis menengahi moralitas dan kepastian hukum dengan
mengajak hukum melihat konteks non-hukum. Bagian keenam menyimpulkan penelitian ini.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN
3.1. Jean dan Javert: Dinamika Moralitas Hukum Alam dan Kepastian Positivisme
Hukum
Penelitian ini akan melakukan refleksi filosofis terhadap pemikiran para ahli filsafat
hukum dengan menganalisa perjalanan para tokoh sentral kisah Les Miserables. Penelitian ini
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tidak bermaksud untuk memberikan definisi tunggal terkait apa itu hukum sebagaimana
seorang ahli botani mendefinisikan padi atau jagung. Penelitian ini menyadari usaha untuk
memaknai hukum sebagai suatu konsep tunggal mendekati kemustahilan. Menurut Apeldoorn,
hukum bukan sebuah objek yang dapat dilihat dengan mata secara langsung melainkan sesuatu
yang memiliki banyak bentuk dan segi sehingga mustahil bagi kita untuk memberikan definisi
tentang hukum yang sungguh-sungguh dapat memadai kenyataan. Segi dan bentuk hukum
yang beragam menyebabkan hukum dapat dimaknai baik sebagai ketentuan penguasa, para
petugas, sikap tindak, sistem kaidah, jalinan nilai, tata hukum, ilmu hukum, dan disiplin hukum.
Selain itu pengertian hukum juga tidak pernah tetap melainkan terus berubah mengikuti
perkembangan zaman. Huijbers membagi dua zaman yang membedakan pengertian tentang
hukum.

Namun jika objek dari filsafat adalah hukum, maka maknanya lah yang harus kita cari.
Makna dari hukum sebagai objek refleksi merupakan pengetahuan yang penting menurut
disiplin filsafat hukum. Oleh karena itu, penelitian ini berusaha untuk memberikan suatu
preskripsi terkait cara kita memandang hukum berdasarkan perjalanan para tokoh sentral kisah
Les Miserables. Interaksi antara Jean Valjean dengan Inspektur Javert menimbulkan suatu
pertanyaan terkait bagaimana seharusnya kita memaknai hukum? Apakah hukum merupakan
perintah dari penguasa yang berwenang atau panduan untuk berperilaku berdasarkan
moralitas atau nilai keagamaan? Masing-masing dari mereka mewakili dua aliran pemikiran
dalam filsafat hukum yang saling bertentangan. Kedua aliran tersebut adalah aliran hukum
alam dan aliran positivisme hukum.

Berbagai keputusan Valjean menunjukkan pemikirannya sarat dengan gagasan
moralitas. Moralitas merupakan konsep dasar dari pemikiran hukum alam. Valjean tidak
menerima begitu saja hukum positif. Pengalaman pribadinya menunjukkan hukum positif
belum tentu memberikan keadilan dan memanusiakan manusia sebagai subjek hukum itu
sendiri. Hal ini sejalan dengan salah satu kritik yang dilontarkan terhadap mazhab positivisme
hukum setelah Perang Dunia Dua karena pada masa perang Bangsa Jerman melihat bahwa
hukum tetaplah hukum walau gagal untuk memenuhi tuntutan mendasar dari moralitas. Oleh
karena itu, Valjean lebih memilih moralitas berdasarkan nilai teologi Kristiani dibandingkan
hukum positif.

Salah satu pemikir dari aliran hukum alam berdasarkan nilai agama Kristen adalah
Aquinas. Aquinas memperkenalkan konsep hukum abadi (eternal law), hukum alam (natural
law), hukum llahi (Divine Law), dan hukum positif (human or positive law). Aquinas
menunjukkan kelemahan dari hukum positif. Kelemahan tersebut adalah ketidakmampuan
hukum positif untuk melarang seseorang untuk melakukan kejahatan dan juga menghukum
para pelaku kejahatan. Augustine merupakan filsuf hukum alam yang berdasarkan nilai
Kristiani. Augustine menunjukkan keberadaan hukum yang lebih tinggi daripada hukum positif,
yakni hukum llahi (divine law) sebagai kehendak dari Tuhan Yang Maha Kuasa. Menurut St.
Augustine, hukum alam atau natural law adalah bentuk partisipasi sadar dari seorang yang
rasional dalam Lex Aeterna yang tercetak dalam jiwa. Augustine melihat hukum alam sebagai
moralitas. Menurutnya, dasar dari moralitas adalah ajaran ajaran agama Kristen.

Pada hakikatnya, para pemikir aliran hukum alam menegaskan kebutuhan hukum akan
moral sebagai alat untuk menunjukkan bagaimana seharusnya hukum bersifat dan bertugas.
Pemikiran hukum alam berbasis ajaran Kristen inilah yang menjadi alasan Valjean untuk
menolong Fantine agar tidak dipenjara selama enam bulan. Pemikiran ini juga mendorong
Valjean untuk mengampuni nyawa Javert. Valjean melihat bahwa moralitas menurut ajaran
Kristen menuntut dirinya untuk menunjukkan belas kasih kepada sesamanya sebagai suatu hal
yang seharusnya dibandingkan menaati hukum positif secara membabi buta.

Pemikiran Valjean bertentangan dengan pemikiran Javert, yang sarat dengan aliran
positivisme hukum. Perilaku dan pemikiran Javert menggambarkan dirinya sebagai penganut
mazhab positivisme hukum. Pertama, Javert memandang segala jenis pelanggaran hukum
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sebagai pemberontakan terhadap otoritas yang sah. Bagi Javert, para pejabat yang berwenang
dalam pemerintahan tidak pernah salah. Dengan kata lain, Javert jelas memandang hukum
sebagai perintah dari penguasa yang berwenang sebagaimana diutarakan oleh Austin.
Sebagaimana dengan para pemikir mazhab positivisme hukum, Austin menekankan hukum
sebagai sesuatu yang terpisah dari moral. Austin menyebutkan dua jenis hukum. Jenis hukum
yang pertama adalah hukum positif sebagai perintah dari penguasa yang berwenang. Jenis
hukum yang kedua adalah moralitas positif sebagai hukum yang dibuat oleh manusia namun
tidak berkaitan dengan pelaksanaan hak menurut penguasa yang berwenang.

Pemikiran Javert bahkan sudah memasuki ranah dari aliran positivisme hukum yang
paling ekstrem, yaitu formalisme hukum. Selain memisahkan moral dan hukum secara kaku,
Javert menolak moralitas sebagai sebagai hal yang abstrak. Hal ini sejalan dengan pemikiran
Bentham. Javert menganggap hukum sebagai perintah dari penguasa yang berwenang tetap
sah walau bertentangan dengan moralitas pribadi. Keyakinan Javert tersebut sejalan dengan
pemikiran Hobbes. Kekakuan dalam pemikiran hukumnya lah yang menjadikan pikirannya
tergolong sebagai formalisme hukum.

Pemikiran positivisme hukum menuai sejumlah kritik dari para ahli hukum. Salah
satunya adalah Dworkin, yang menilai hukum bukan hanya kumpulan peraturan yang dibuat
oleh para pejabat yang berwenang. Menurut Dworkin, hukum harus melibatkan prinsip-prinsip
moral yang lebih mendalam serta memperhatikan hak-hak individu dan keadilan dalam praktik.
Radbruch juga mengkritik aliran positivisme hukum, Radbruch menilai pemenuhan tujuan
hukum sejatinya harus seimbang dalam memberikan kepastian, kemanfaatan, dan keadilan.
Menurutnya, positivisme hukum terpaku dengan aspek kepastian hukum dan karenanya dapat
mengabaikan tujuan hukum yang lain yaitu keadilan dan kemanfaatan. Finnis menilai hukum
harus dipahami dalam kaitannya dengan moralitas dan akal sehat.

Penelitian ini akan melakukan dialektika terhadap pemikiran Valjean dan Javert
mengenai bagaimana seharusnya kita memaknai hukum. Dialektika adalah suatu cara yang
diusahakan oleh dua orang dengan pemikiran yang berbeda untuk mencapai suatu kesimpulan.
Menurut Hegel, usaha dialektika meliputi pencarian tiga hal pada masing-masing fase, yaitu
tesis pada fase pertama, antitesis sebagai lawan dari tesis pada fase kedua, dan sintesis sebagai
kesimpulan yang dapat mendamaikan keduanya pada fase ketiga. Dialektika merupakan cara
agar tesis dan antitesis dapat berdialog sehingga lahir sebuah sintesis diantara mereka.
Pemikiran hukum alam tercermin dalam perilaku Valjean sebagaimana Javert mencerminkan
pemikiran positivisme hukum. Pemikiran hukum alam berbasis nilai agama Kristen merupakan
tesis. Tesis itu bertentangan dengan pemikiran positivisme hukum sebagai antitesis, yang
berusaha memisahkan hukum dengan moral serta menekankan perintah penguasa sebagai
hukum.

Sintesis dari keduanya adalah upaya untuk mencari keseimbangan antara usaha untuk
memberikan kepastian hukum dan memanusiakan manusia melalui moralitas. Kesimbangan itu
terdapat dalam pemikiran Dworkin. Pemikiran Dworkin terkait penalaran hukum, yang
melibatkan interpretasi hukum berdasarkan prinsip-prinsip moral, merupakan usaha untuk
mencarikan titik keseimbangan antara hukum positif dengan nilai moral. Sehingga pemikiran
Dworkin memberikan keseimbangan antara kewajiban untuk mematuhi hukum dengan
kebutuhan moral untuk mempertimbangkan nilai kemanusiaan. Oleh karena itu, penelitian ini
berpandangan usaha untuk memaknai hukum berdasarkan perjalanan para tokoh Les
Miserables harus mencari titik keseimbangan antara kepatuhan terhadap hukum positif dan
kebutuhan untuk memenuhi tuntutan moral demi memanusiakan manusia.

3.2. Perspektif Teori Keadilan dan Isu Hak Asasi Manusia

Bagian sebelumnya telah menjelaskan perdebatan antara pemikiran hukum alam dan
positivisme hukum antara Valjean dengan Javert. Sesungguhnya, perdebatan antara moralitas
dengan kehendak penguasa yang berwenang bukan merupakan hal yang baru. Bagian ini akan
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mengulas isu keadilan dalam pelanggaran hak asasi manusia berupa sanksi sembilan belas
tahun kerja paksa Valjean. Berbagai adegan film Les Miserables versi tahun 1978 dan tahun
1998 menunjukkan isu ketidakadilan dan pengabaian hak asasi manusia yang dibenarkan atas
nama hukum. Sebagai contoh, hukuman kerja paksa yang dijatuhkan oleh majelis hakim kepada
Valjean dan para tahanan lainnya merupakan pelanggaran dari hak asasi manusia untuk tidak
diperbudak. Pada masa kini, kesadaran akan pentingnya hak asasi manusia memang sudah
lebih baik dibandingkan pada masa ketika karya Hugo vyaitu Les Miserables dibuat. Selain itu
hukuman mati yang dijatuhkan oleh para prajurit Kerajaan Prancis terhadap para rekan Marius
Pontmercy juga merupakan pelanggaran terhadap hak asasi manusia dari mereka untuk hidup.

Freeman menyebutkan dua jenis pendekatan untuk menjelaskan keabsahan dari
Hak-Hak Asasi Manusia. Pendekatan pertama adalah pendekatan teori kepentingan (interest
theory approach). Pendekatan pertama ini menekankan perlindungan dan promosi terhadap
sejumlah kepentingan hakiki umat manusia sebagai alasan mengapa Hak-Hak Asasi Manusia
perlu diakui. Sedangkan pendekatan teori keinginan (will theory approach) menganggap
Hak-Hak Asasi Manusia sebagai bentuk promosi dari kebebasan manusia. Kedua pendekatan
itu meningkatkan kesadaran akan perlindungan dan pemenuhan Hak-Hak Asasi Manusia.
Berdasarkan pemikiran mazhab filsafat hak asasi manusia, seharusnya para penegak hukum
tidak menjatuhkan sanksi yang melanggar hak asasi mereka baik hak untuk tidak diperbudak
dan juga hak untuk hidup.

Selain isu pelanggaran hak asasi manusia, perihal ketidakadilan juga dapat ditinjau
dengan menggunakan pemikiran dari para ahli teori hukum keadilan. Teori keadilan merupakan
bagian dari aliran pemikiran filsafat hukum. Acap kali kita menemukan berbagai isu yang
berkaitan dengan konsep keadilan. Berbagai tokoh Les Miserables merasakan ketidakadilan.
Penelitian ini mempertanyakan bagaimana seharusnya keadilan diberikan kepada pelanggar
hukum, Walau mereka telah melanggar hukum, mereka tetap manusia yang memiliki hak asasi.
Pada adegan Valjean dijatuhi sanksi kerja paksa, seharusnya kita mempertanyakan alasan
hakim menjatuhkan kerja paksa kepada Valjean. Alasannya adalah posisi Valjean bukan hanya
seorang pencuri, namun juga tulang punggung dari kakak perempuannya dan para
keponakannya.

Pertanyaan yang sama juga dapat dilontarkan kepada Javert, yang menghukum
Fantine. Fantine hanya berusaha membela diri sebagai seorang ibu tunggal untuk menghidupi
anak perempuannya. Para pemikir dari aliran hukum feminis (feminist jurisprudence) akan
mempertanyakan keadilan menurut Javert. Selain itu pertanyaan terkait keadilan juga dapat
dilontarkan kepada penegak hukum yang berusaha mengakhiri nyawa Marius. Marius memiliki
hak hidup. Marius tidak memberontak demi keuntungan pribadi, namun demi memberikan
kehidupan yang lebih baik bagi sesamanya melalui republik. Bahkan Cosette juga dapat
mempertanyakan makna keadilan. Karena dirinya harus hidup dalam pelarian bersama Valjean
terlepas dari fakta dirinya hanya seorang anak yang tak pernah melanggar hukum. Setiap orang
anak memiliki hak untuk dilindungi dari perlakuan tidak manusiawi.

Isu keadilan dalam kisah Les Miserables merupakan perihal yang rumit. Keadilan
merupakan konsep yang multifaset sehingga tidak dapat didefinisikan secara tunggal. Sebagai
contoh, konsep keadilan jika dikaitkan dengan ajaran hukum agama akan berbeda tergantung
pada ajaran yang dianut. Menurut hukum Hindu, kata dharma mengandung arti hukum dan
keadilan. Sementara, ajaran Konghucu menekankan konsep keadilan erat kaitannya dengan
kejujuran atau sikap lurus hati (uprightness). Begitu juga dengan konsep keadilan menurut
setiap masyarakat adat. Perbedaan sistem kekeluargaan dapat menilai keadilan dan
ketidakadilan dalam perihal mewaris secara berbeda. Sebagai contoh sistem kekeluargaan
matrilineal menilai bahwa para anak perempuan merupakan ahli waris dari ibu mereka.
Sedangkan masyarakat dengan sistem kekeluargaan patrilineal menentukan garis keturunan
dari pihak ayah dengan para anak lelaki sebagai ahli waris. Sebagai akibatnya, sebagian pihak
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berpendapat keadilan hanya dapat terealisasi jika diposisikan sebagai hal yang ingin
diwujudkan oleh hukum.

Jika demikian, bagaimana seharusnya konsep keadilan menurut filsafat hukum?
Huijbers menjelaskan berdasarkan ajaran filsafat tradisional, maka pengertian hukum yang
hakiki berkaitan dengan keadilan sebagaimana diungkapkan oleh para tokoh Filsafat Yunani
seperti Aristoteles, Plato, dan Socrates. Sehingga sebagai ius atau recht, maka hukum yang
bertentangan dengan prinsip keadilan sudah kehilangan sifat normatifnya dan karenanya tidak
dapat disebut sebagai hukum lagi. Keadilan merupakan salah satu tujuan hukum menurut
Radbruch selain kemanfaatan dan kepastian hukum. Demi mencapai keadilan sebagai salah
satu tujuan hukum, maka paling tidak harus dirumuskan bagaimana seharusnya keadilan
menurut disiplin filsafat hukum. Oleh karena itu, penelitian ini akan berusaha menjawab makna
keadilan melalui disiplin filsafat hukum.

Menurut Nozick, konsep keadilan berkaitan dengan klaim atas suatu hak kepemilikan
sebagai sesuatu yang melahirkan adanya konsep keadilan. Sehingga konsep keadilan dapat
ditemukan dalam hal-hal yang berkaitan dengan properti yakni akuisisi dan juga pengiriman
(transfer). Selain pengertian tersebut, masih ada konsep keadilan lainnya seperti konsep
keadilan korektif, konsep keadilan menurut teori ekonomi, konsep keadilan menurut para
feminis, dan konsep keadilan lainnya. Konsep keadilan korektif berkaitan dengan usaha untuk
memperbaiki situasi sebelum terjadinya suatu pelanggaran dengan menekankan bahwa pihak
yang melanggar hak dari korban harus memberikan suatu ganti kerugian.

Konsep keadilan menurut para feminis terdapat dalam pemikiran Young, yang
menyebut keadilan sosial sebagai penghapusan dari dominasi dan opresi yang telah
terinstitusionalisasi dengan pengakuan terhadap perbedaan antar kelompok. Konsep keadilan
menurut teori ekonomi mengacu pada klaim deksriptif dan preskriptif mengenai keadilan
ekonomi. Klaim keadilan yang bersifat deskriptif berbicara mengenai common law sebagai
hakim yang berupaya untuk memaksimalkan kesejahteraan ekonomi dan klaim preskriptif
mengacu pada maksimalisasi kekayaan. Konsep keadilan sosial dalam Sila Kelima Pancasila
adalah keadilan sosial yang secara umum berkaitan dengan distribusi kekayaan serta
kesempatan untuk meraih posisi sosial atau peran individual tertentu.

Penelitian ini menjadikan berbagai contoh makna teori keadilan untuk menunjukkan
berbagai keadilan. Berbagai definisi dan konsepsi keadilan membuka mata penelitian ini
mengenai suatu ciri khas untuk merumuskan keadilan. Ciri tersebut adalah kondisi
ketidakseimbangn (imbalance), yang perlu diseimbangkan. Hal ini sebagaimana diungkapkan
oleh Young dan juga konsep keadilan korektif terkait situasi yang perlu diperbaiki baik melalui
ganti rugi ataupun penerimaan terhadap perbedaan. Usaha untuk memperbaiki keadaan yang
salah tersebut membutuhkan peran dari penguasa yang berwenang sebagai penentu keadilan
bagi para pihak dilandasi ketentuan hukum dan prinsip moralitas.

Konsep keadilan demikian merupakan konsep keadilan yang mampu memberikan
keseimbangan bagi para pihak yang berkonflik. Konsep keadilan otoritatif tersebut tercermin
dalam pemikiran Hobbes, yaitu dibutuhkan penguasa yang memperoleh kekuasaan melalui
penyerahan kebebasan dari setiap anggota masyarakat. Penguasa yang berwenang untuk
menentukan keadilan tersebut adalah lembaga legislatif, yang memang diberikan kewenangan
untuk mengadili perkara di pengadilan demi menemukan keseimbangan antara para pihak.
Konsep keadilan menurut hukum pada dasarnya bertujuan untuk mencari keseimbangan dan
keteraturan sebagaimana dinyatakan oleh Plato. Sehingga usaha untuk menempatkan diri di
antara berbagai aliran pemikiran filsfat hukum harus kembali pada tujuan keadilan untuk
mencari keseimbangan. Seharusnya kita mencari titik keseimbangan di antara kewajiban untuk
mematuhi hukum dengan keinginan mendasar sebagai manusia untuk memenuhi tuntutan
moral dan kemanusiaan.
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3.3. Mazhab Hukum Sosiologis: Titik Keseimbangan Kewajiban Hukum dan
Kebutuhan Moral

Penelitian ini akan menganalisis bagaimana seharusnya kita menempatkan diri di
antara berbagai aliran pemikiran para tokoh filsafat hukum dalam karya Les Miserables.
Terkhususnya di antara pertentangan moralitas hukum alam dan kepastian positivisme hukum.
Positivisme hukum dan hukum alam merupakan dua dari berbagai aliran pemikiran atau
mazhab filsafat hukum.Bagian kedua telah menganalisis dinamika berupa pertentangan antara
kedua nilai berdasarkan interaksi antara Valjean dan Javert. Bagian ketiga telah mengulas isu
dari pelanggaran hak asasi manusia dalam Les Miserables. Bagian ini akan menjelaskan mazhab
hukum sosiologis sebagai cara menempatkan diri yang seharusnya di antara perdebatan aliran
hukum alam dan positivisme hukum.

Demi memenuhi tujuan tersebut, penelitian ini melakukan refleksi terkait bagaimana
seharusnya kita mencari titik keseimbangan antara kewajiban untuk mematuhi hukum dengan
keinginan moral untuk memanusiakan sesama. Manusia merupakan makhluk yang dualistis.
Pada satu sisi, sudah menjadi fitrah kita untuk menginginkan keteraturan dengan memenuhi
kewajiban hukum. Sedangkan pada sisi lain, kita memiliki keinginan untuk mengenal sesama
manusia. Salah satu caranya adalah dengan memenuhi tuntutan moral untuk memanusiakan
manusia lainnya. Pertentangan kedua keinginan itu mirip dengan perdebatan antara hukum
alam dan positivisme hukum.

Lantas bagaimana seharusnya kita bersikap dalam masyarakat? Bagaimana seharusnya
kita berusaha untuk memenuhi kewajiban kita untuk menaati hukum sebagaimana Javert
inginkan dan tetap memenuhi tuntutan moral untuk memanusiakan manusia sebagaimana
Valjean berusaha melakukannya? Demi menjawab pertanyaan bagaimana seharusnya itu, maka
kita perlu menemukan titik keseimbangan antara hukum alam dan positivisme hukum.
Keduanya memiliki dasar yang berbeda, yaitu moralitas berdasarkan nilai keagamaan dan
keteraturan yang bersumber kehendak penguasa yang sah.

Penelitian ini melihat titik keseimbangan antara moralitas dan hukum selain
keseimbangan menurut pemikiran Dworkin. Penelitian ini melihat mazhab hukum sosiologis
(Sociological Jurisprudence) sebagai sumber dari titik keseimbangan antara hukum alam dan
positivisme hukum. Alasannya adalah pemikiran dari para ahli mazhab tersebut mendorong
para ahli hukum untuk memperhatikan nilai-nilai yang dianut dalam masyarakat selain faktor
sosial yang ada. Menurut Pound, hukum merupakan norma preskriptif yang memberikan
batasan sejauh mana suatu kepentingan dapat dipenuhi. Sehingga berbagai kepentingan dalam
masyarakat menjadi seimbang agar tidak terjadi konflik. Selain itu, Ehrlich berpendapat hukum
berasal dari fakta sosial dan tidak bergantung pada otoritas negara namun pada paksaan sosial.

Kedua pemikir mazhab hukum sosiologis itu telah menekankan bagaimana seharusnya
kita memaknai hukum: yaitu memperhatikan nilai-nilai yang ada dalam masyarakat. Termasuk
di dalamnya adalah kepentingan dari setiap individu sebagai anggota masyarakat. Selain itu,
hukum harus memperhatikan berbagai fakta sosial, sebagai landasan mengapa masyarakat
ingin mematuhi hukum yang ada. Penerimaan terhadap nilai-nilai yang dianut oleh masyarakat,
seperti nilai moral yang berdasarkan ajaran keagamaan, akan menjelaskan bagaimana nilai-nilai
yang sudah terinstitusionalisasi itu mengakar dan menjadi suatu alasan bertindak (reason to
act) bagi subjek hukum yang bersangkutan untuk menaati hukum.

Selain itu, pertimbangan terhadap fakta sosial dengan tetap berpegang pada norma
hukum akan mengantarkan para penegak hukum kepada pertimbangan hukum yang tidak
hanya menjadikan mereka sebagai corong undang-undang semata. Sebagai contoh, para proses
peradilan untuk mengadili Valjean dan seseorang yang diduga merupakan Valjean merupakan
bentuk dari penerapan ajaran aliran legisme. Para ahli mazhab hukum sosiologis merupakan
pelopor gerakan anti legisme (freirechtsbewegung). Aliran legisme menjadikan hakim sebagai
corong undang-undang semata tanpa memberikan hakim ruang untuk menginterpretasikan
keadilan lebih dari apa yang tercantum dalam hukum tertulis.
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Berdasarkan pemikiran para ahli mazhab hukum sosiologis, hakim dalam kisah Les
Miserables seharusnya lebih memperhatikan berbagai fakta dan nilai sosial yang ada dalam
masyarakat sebelum menjatuhkan sanksi. Sebelum menjatuhkan sanksi berupa kerja paksa
selama sembilan belas tahun kepada Valjean, maka seharusnya hakim menyeimbangkan
kepentingan antara penjual roti dengan Valjean. Walaupun dirinya terbukti bersalah melakukan
pencurian, Valjean merupakan tulang punggung keluarga bagi kakak perempuannya dan para
keponakannya yang masih sangat belia. Hakim seharusnya mempertimbangkan fakta sosial
tersebut ketika mengadili Valjean. Mazhab hukum sosiologis menyediakan suatu keseimbangan
antara kewajiban kita untuk mematuhi hukum yang berlaku dengan kehendak untuk
memperhatikan nilai-nilai yang ada dalam masyarakat. Salah satunya adalah nilai moral
berdasarkan ajaran agama.

Kata keseimbangan berarti suatu keadaan yang seimbang atau kondisi dimana beratnya
sama. Dengan kata lain, keseimbangan mengacu pada situasi dimana situasi ketika dua hal yang
berbeda memperoleh perhatian yang sama. Keseimbangan dalam bidang hukum merujuk pada
berbagai hal seperti keseimbangan antara hak dan kewajiban, keseimbangan antara nilai
kebebasan dan ketertiban, serta keseimbangan antara kepentingan umum dan kepentingan
pribadi, atau bahkan keseimbangan antar pribadi. Menurut penelitian ini, keseimbangan yang
seharusnya adalah keseimbangan antara moral dan kepatuhan hukum. Moral menurut Valjean
adalah moralitas berdasarkan nilai Kristiani, yaitu kasih. Sedangkan penganut aliran positivisme
hukum menilai kehendak penguasa yang berwenang sebagai dasar dari hukum. Mazhab
hukum sosiologis menekankan pentingnya memperhatikan nilai-nilai yang hidup dalam
masyarakat dan juga fakta sosial selain kewajiban untuk mematuhi hukum. Sehingga hukum
yang dibuat dan diterapkan akan lebih sesuai dengan nilai-nilai yang berlaku dalam masyarakat.

Penelitian ini melihat usaha menemukan keseimbangan itu meliputi anjuran untuk
mengingat fakta kita merupakan subjek hukum manusia (persoonenrecht). Sebagai manusia,
kita tidak dapat sepenuhnya mengikuti ketentuan hukum begitu saja dengan mengabaikan
tuntutan moral untuk memanusiakan manusia lainnya. Selain membutuhkan sanksi dari norma
hukum yang tegas dan mengikat, kita tetap membutuhkan moralitas sebagai panduan untuk
bertingkah laku. Moore menunjukkan pada suatu masyarakat terdapat berbagai jenis hukum
selain hukum positif, yaitu: hukum agama, hukum kebiasaan, dan hukum lainnya yang dapat
diciptakan oleh individu. Sehingga masyarakat mengenal norma selain hukum, yang dapat
menjadi alasan bagi mereka untuk bersikap tindak.

Sebagai contoh, Masyarakat Adat Bali mengenal hukum lainnya selain hukum positif di
Republik Indonesia yang berasal dari keluarga hukum romawi jermania (civil law). Mereka
mengenal hukum adat alam bentuk awig-awig. Selain itu, mereka mengenal hukum agama
Hindu, yang bersumber dari Kitab Suci Weda. Salah satu nilai yang menjadi suatu alasan
bertindak (reason to act) bagi mereka adalah ajaran dari Kitab Suci Weda dan adat istiadat. Bab
Kedua Poin Kesembilan dari Manawa Dharmasastra menekankan setiap orang harus mengikuti
ketentuan hukum dari Kitab Suci dan adat istiadat. Oleh karena itu, para ahli hukum wajib
mempertimbangkan nilai-nilai dalam masyarakat demi mencari titik keseimbangan diantara
nilai tersebut dengan kehendak penguasa yang berwenang. Sebagai manusia, aspek psikologis
turut mempengaruhi kita dalam menentukan bagaimana seharusnya kita berperilaku.

4. KESIMPULAN

Bagian ini akan menutup penelitian ini dengan sejumlah kesimpulan. Pertama,
terdapat dinamika antara moralitas dan kepastian hukum dalam karya Les Miserables. Interaksi
antara Javert dan Valjean menggambarkan perdebatan pemikiran positivisme hukum dan
hukum alam mengenai posisi hukum dan moralitas. Dinamika hukum alam dan positivisme
hukum menunjukkan bahwasanya usaha untuk memaknai hukum secara tunggal adalah hal
yang mustahil. Karena hukum memiliki banyak segi dan terdapat banyak cara untuk
memandang dan memaknai hukum.
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Kedua, sanksi sembilan belas tahun kerja paksa bagi Valjean merupakan pelanggaran
hak asasi manusia. Kerja paksa merupakan pelanggaran hak asasi manusia. Walaupun keadilan
memiliki banyak makna, penelitian ini melihat penegakan hukum dalam karya Les Miserables
seharusnya tidak boleh melanggar hak asasi manusia. Karena pelanggaran hak asasi manusia
sejatinya bukan merupakan usaha untuk memenuhi keadilan bagi setiap orang dan masyarakat.

Ketiga, mazhab bukum sosiologis (sociological jurisprudence) merupakan titik
keseimbangan antara pertentangan hukum alam dan positivisme hukum. Para pemikir mazhab
bukum sosiologis mengajak para ahli hukum untuk memperhatikan fakta sosial dan nilai-nilai
yang hidup dalam masyarakat. Demi mencapai titik keseimbangan antara moralitas dan hukum
yang dimaksud, maka kita seharusnya mengingat bahwa kita sejatinya merupakan subjek
hukum manusia. Selain memiliki kewajiban untuk mematuhi hukum, manusia juga memiliki
kehendak untuk memenuhi tuntutan moral dengan memanusiakan manusia lainnya. Oleh
karena itu, hakim dalam kisah Les Miserables seharusnya mempertimbangkan fakta sosial
Valjean sebagai tulang punggung sebelum menjatuhkan sanksi kepadanya.

Penelitian ini memberikan kebaruan berupa manfaat teoritis dan praktis. Manfaat
teoritis dari penelitian ini adalah memberikan sudut pandang baru terkait mazhab bukum
sosiologis sebagai titik keseimbangan antara pertentangan hukum alam dan positivisme
hukum. Sedangkan, manfaat praktis dari penelitian ini adalah memberikan saran bagi para
hakim di Republik Indonesia untuk mempertimbangkan fakta sosial sebelum menjatuhkan
sanksi.
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